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Abstract: Paragraph 1, article 6 KHI and figth madzhab
hanafiyyah both state the mandatory approval of the
prospective bride. The similarity between the two raises the
proposition that the article on women's consent in the KHI
is relevant to the hanafiyyah school of thought. But in
reality, the logical formulation sequence of the hanafiyyah
version of the agreement law is built on the basic
understanding that women have rights rather than their
guardians so that guardians have no rights in marriage,
seemingly incompatible with the Islamic Law Compilation.
This encourages the importance of the hadith study on
women's consent. Through a library research with a
comparative analytical descriptive model, it is concluded;
First, the hadith for women's consent is understood by
hanafiyyah that women are more entitled than their
guardians to the agreement, contract and other things. In
other languages, the guardian does not have rights over his
daughter so that the guardian is not a condition or harmony
in marriage. Second, there is no relevance between KHI and
figth madzhab hanafiyyah, because in the legal construction
between the two is different, where women's approval of
their marriage in the hanafiyyah school is based on the basic
stipulation that the guardian does not have the authority to
approve or marry so that the guardian is not needed in
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marriage, while KHI states that women only have the
authority to approve their marriage while still giving
marriage authority to the guardian of marriage.
Keyword: KHI, Consent of Women, Marriage

Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, nikah paksa pernah menjadi tradisi
masyarakat sebelum munculnya hukum positif di Indonesia tentang
perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU1/1974) dan Kompilasi Hukum
Islam (selanjutnya disingkat KHI) tahun 1991. Hal ini teramati sebab
budaya patriarki dan Zving /aw. Di mana madzhab syafi’iyyah yang berlaku
di masyarakat di dalamnya terdapat rumusan tentang bolehnya wali
menikahkan anak perempuannya yang gadis tanpa persetujuannya,’ yang
didasarkan pada hadits:
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“Dari Abu Hurairah RA., babwa Rasulullah S AW bersabda:
"Seorang  janda  tidak  dinikabkan  kecnali  setelah  diminta
perintabnya, dan seorang gadis tidak dinikabkan kecuali setelah
diminta izinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana
zinnya? Beliau bersabda: ""Diamnya."”

Karena dinilai diskriminatif terhadap perempuan, akhirnya
mendorong pemerintah untuk menerbitkan UU 1/1974 Tentang
Perkawinan (UUP) dan KHI tahun 1991 dengan tujuan meminimalisir
bahkan menghapus tradisi nikah paksa. Keduanya menyatakan keharusan
persetujuan calon mempelai,s ebagaiaman tertulis dalam ayat 1 pasal 16
KHI dan ayat 1 pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sejatinya malikiyyah juga berpendapat demikian,” Begitupu
hanabilah." Hanafiyyah sejatinya juga mengakui pernikahan tanpa

"Muhammad Ibnu Idss al-Shafi’i, a/~Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Jilid V, hal.
167 dan Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, almajmn’ Sharh al-Mubadbdhab,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid 16, 165.

2 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhaari, Jami’ al-Shabily Bukbari Vol 1,
(Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1974.

3Malik Ibn Anas, a~-Mmwatta’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), No. Indeks
1914, hal. 427, Abu ‘Umar Yusuf al-Namti al-Qurtubi, a/-Istidbkar al-Jami’ li Madhahib
Fungaha® al-Amsar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2000), jilid V, 389., Abu al-Walid
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persetujuan, tetapi hanya pada anak kecil, sementara pada perempuan
dewasa, wali tidak memiliki hak menikahkan tanpa persetujuan.

Adanya kesamaan antara KHI dengan madzhab hanafiyyah
memunculkan proposisi bahwa pasal persetujuan perempuan dalam
hukum positif relevan dengan madzhab hanafiyyah. Namun hasil dari
pembacaan terhadap madzhab hanafiyyah ternyata ditemukan bahwa
bangunan hukum persetujuan perempuan berangkat dari pemahaman
dasar hanafiyyah tentang diperbolehkannya perkawinan tanpa wali,
karena hadits tentang tidak sahnya menikah tanpa wali dinilai dlaif.’
Runtutan formulasi logis tentang hukum ini terlihat malah tidak sesuai
dengan hukum positif di Indonesia.

Hal inilah yang mendorong dilakukannya kajian terhadap kontruksi
persetujuan perampuan dalam KHI dan madzhab hanafiyyah melalui
kajian hadits. Mengingat yang dijadikan sebagai persetujuan perempuan
adalah hadits.

Berdasar latar belakang masalah ini, melalui kajian kajian pustaka
(library research) dengan model deskriptif analitis komparatif, kajian ini
difokuskan pada dua hal; Pertama, mengkaji pemahaman madzhab
hanafiyyah tentang hadits persetujuan perempuan. Kedua, mengkaji
relevansi kontruksi hukum persetujuan perempuan dalam KHI dan
madzhab Hanafi berdasarkan kajian hadits.

Takhrij Hadits

Hadits tentang persetujuan perempuan dalam perkawinan terdapat
pada beberapa kitab pokok hadits dengan redaksi dan jalur sanad yang
beragam. Oleh karenanya perlu disampaikan beberapa redaksi hadits
tersebut dengan tujuan untuk memperbandingkan matan dan sanad,
untuk kemudian dianalisa dari sisi otentitas dan maknanya. Terkait
penelusuran hadits, penulis menggunakan aplikasi Maktabah Shamelah
dengan fokus rujukan pada Kutub al-Sittah, yaita Sabib al-Bukbari, Sabib
Mustim, Sunan Abi Dawnd, Sunan at-Tirmizi, Sunan An-Nasa’l dan Sunan
Lbnn Majab).

Dari hasil penelusuran dengan menggunakan maktabah shamelah

dengan kata kunci awal “<¥”” dan “ S, hanya ditemukan pada Sabib al-

Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rushd al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa
Nihayat al-Mugtasid, (Bierut: Dar al-Fiks, t.th.), jilid II, 4.

4‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughnz, (Beirut: Dar al-Fike, 1990), jilid VII,
379.

5Al-Sarkhasi, al-Mabsit i al-Sarkbasi, (Beirut: Dar al-Fike, 2000), jilid V, 387.

¢ Badruddin al-Ayni al-Hanafi, Uwdat al-Qari Syaralh Sahib al-Bukhari 1'ol. XXIX (T.tp:
Multaga Ahli al-Hadits, 2006), 288-289.
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Bukhari, Sahib Muslim, Sunan An-Nasa’t dan Sunan 1bnu Majah. Sedangkan
dalam Swunan at-Tirmizi dan Sunan Abi Dawnd tidak ditemukan namun
penelusuran tidak dilanjutkan secara manual untuk menjawab apakah
benar Sunan at-Tirmizi dan Sunan Abi Dawnd tidak mencantumkan hadits
ini ataukah Maktabah Shamelah yang tidak mendeteksi kata kunci hadits
ini. Hal ini karena keterbatasan waktu dan ketersediaan dua kitab
tersebut.

Berikut hadits tentang persetujuan perempuan dalam menikah
yang terdapat dalam sahib al-Bukhari sebagai berikut:
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7 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhaati, Jam:’ al-Shabih Bukbari 1ol 1,
(Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1974.

8 bid., 2556.

91Ibid., 1987), 2556.

10Tbid., 1987), 1974.

1Thid., 1987), 2556.

121bid., 1987), 2556.
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Sedangkan hadits tentang persetujuan perempuan dalam menikah
yang terdapat dalam Sahih Muslim sebagai berikut:
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131bid., 1987), 1974.

41bid., 1987), 1974.

151bid., 1987), 1974.

16 Muslim bin al-Hijaj Abu al-‘Isin al-Qusyaiti, Shabib Muslim 170l 117, (Bairut: Dar al-
Jayl, t.th.), 140.

17 Tbid.
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Sedangkan hadits tentang persetujuan perempuan dalam menikah

yang terdapat dalam Swnan An-Nasa'i sebagai berikut:
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18 Ibid.

19 Ibid.

20Tbid.

2l Ahmad bin Syw’aib al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’l al-Kubra V'ol. III (Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, 1991), 281.

22 Ibid.

23 Ibid.

24Ibid.
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2 1Ibid.
30Tbid.
31 1bid.
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Sedangkan hadits tentang persetujuan perempuan dalam menikah

yang terdapat dalam Swnan 1bnu Majah sebagai berikut:
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3 Ibid.

401bid. 1991), 281.

# Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan 1bnu Majah 1/0l. I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
601.

42 Thid.

43 Thid.

4 Thid.
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Sedangkan hadits tentang persetujuan perempuan dalam menikah
yang terdapat dalam Sunan Abu Daud sebagai berikut:
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4 Ibid.

4 Abu Daud Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sajistani, Sunan Abu Dand 170l. II (Beirut: Dar
al-Kutub al-Arabij, t.th.), 194.

47 Tbid.

8 Tbid.

4 Ibid.

50 Ibid.
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Sedangkan hadits tentang persetujuan perempuan dalam menikah

yang terdapat dalam Sunan al-Tirmidzi sebagai berikut:
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5 Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi 1'ol. III (Beirut: Dar Thya’ al-Turath
al-‘Arabi, t.th.), 406.

57 Ibid., 415.

58 Ibid.

% 1bid., 416.

60 Thid.

61 Ibid., 417.
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Makna Hadits Persetujuan Menurut Madzhab Hanafiyah

Mengingat ditemukan ragam redaksi hadits terkait hal ini, untuk
tujuan kemudahan pembahasan, maka dipilih satu hadits yang susunan
redaksinya terdapat pada kitab hadits sebagai titikk awal pembahasan,
sekalipun terdapat sedikit perbedaan redaksi, yaitu hadits yang bersumber
dari riwayat Abu Hurairah:

& A A Y6 ey e D o D 055 B e D o B0 T 2

a8 O 106 0y L i Ot u o Bstied ge K K N el
“Dari Abu Hurairah RA., babwa Rasulullah S AW bersabda:
"Seorang  janda  tidak  dinikabkan  kecuali  setelah  diminta
perintabnya, dan seorang gadis tidak dinikabkan kecuali setelah

diminta izinnya." Mereka bertanya: Wabai Rasulullah, bagaimana
izinnya? Belian bersabda: "Diammnya."”

Ulama’ sepakat bahwa makna asal 7s# ar adalah meminta perintah
(»Y k). Tegasnya bahwa pelaksanaannya menunggu perintah,”
sedangkan #s#'dzan bermakna meminta izin (oY) ;,JJa).“ Perbedaannya
adalah ketika membahas redaksi “#f 2= 21 £ ¥ dihadapkan dengan
redaksi “o3es i ) £ ¥9” dengan adanya lanjutan kalimat yang
mengandung derifasi kata diam /sukut (=525 5).%

Madzhab hanafiyyah menilai bahwa dua redaksi tersebut stressing
hukumnya sama, yaitu sama-sama harus dilakukan, baik #s# mar pada
janda maupun #s#i’'dzan pada gadis.”” Dalam catatan Badruddin al-Ayni al-

2 Tbid.

9 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sabih al-Bukbari 1Vol. 1X
(Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.th), 192., Badruddin al-Ayni al-Hanafi, Uwdat al-Qari Syarah
Sabil al-Bukbari 1ol. XXIX (T.tp: Multaqa Ahli al-Hadits, 20006), 214.

¢4 Badruddin, Umdat, 214.

95 al-Asqalani, Fazh, 192.

66 Badruddin, Umdat, 214.
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Hanafi, bahwa Imam Hanafi menyatakan persamaan perlakuan kepada
janda dan gadis didasarkan pada penggunaan makna asal alayyim yang
mencakup janda (#hayyib) dan gadis (bikr), sekalipun dalam konteks hadits
ini maknanya adalah #bayyib karena bikr juga disebutkan dalam redaksi
hadits.”

Menurut Badruddin al-Hanafi, hujjah Imam Hanafi dalam hal ini
adalah bahwa kata a/-ayyim merupakan lafazd ‘am di mana lafady ‘am wajib
diamalkan keumumannya, serta hukum yang dikandungnya bersifat gazh’.
Adapun men-fakhsis dengan kata al-fahyyib sebagaimana dilakukan
syafi’iyyah dan madzhab lainnya, sama halnya dengan mengeluarkan
redaksi dari keumuman maknanya. Terkait adanya riwayat lain yang
menggunakan redaksi a/fahyyib, Badruddin menyatakan hal ini bukan
menunjukkan ke-mujmal-an kata al-ayyim sehigga butuh ditafsiri dengan a/-
thayyib, melainkan malah riwayat alayyim diamalkan keumumannya,
sedangkan riwayat a/-fabyyib diamalkan kekhususannya. Dan tidak ada
pertentangan riwayat dalam hal ini.” Kesimpulannya, bahwa janda dan
gadis tidak boleh dipaksan oleh walinya. Dengan kata lain, janda dan
gadis memiliki hak lebih dibanding walinya. Kesimpulan ini juga
didasarkan pada hadits lain, riwayat Ibnu ‘Abas:

S51 &N » 106 uy ade A Lo 231 3T il & o) A #3
VGl B35 et 3 O3ld U G5 3e iy

Redaksi hadits “42s &» 4ii 557 29 oleh Imam Hanafi dimaknai
dengan janda lebih berhak daripada walinya atas akad dan selain akad (s\,\
by Ais e s S 3 Wy o 5~)." Pemaknaan ini mengandung makna
bahwa perempuan, baik janda maupun gadis, dapat menikahkan dirinya
sendiri tanpa walinya.”" Sedangkan adanya lanjutan redaksi hadits * s
Wt @) ki ¢ 33d” menunjukkan makna tentang bentuk permintaan
persetujuan dan bentuk persetujuan gadis, di mana gadis tetap memiliki
hak yang sama dengan janda. Oleh karenanya, meminta persetujuan pada
gadis hukumnya wajib. Adapun diamnya gadis merupakan salah satu

bentuk persetujuannya yang sejatinya harus tetap diilihat indikasinya
apakah diam bermakna setuju atau tidak, sama halnya dengan tertawa

7 Ibid.

%8 Ibid., 288.

% Muslim, Shabib, 140.

70 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, A~Minbaj Syarah Shahib Muskim 170l IX (Beirut: Dar
Thya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th), 203.

71 Badruddin, Umdat, 288 dan 314., al-Nawawi, .A/-Minbaj, 203.
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yang bisa mengindikasikan antara bahagia (s#r#7) dan menghina
(istihza).” Kesimpulan Imam Hanafi ini diikuti seluruh ulama’ madzhab
Hanafiyyah.”

Kesimpulan ini berhadap-hadapan dengan hadits “Js ¥l 75 V7,
hadits “Jbl =S5 s 03 v <SS 3L+ W) hadits tentang perkawinan
Khantsa’ (seorang janda yang dipaksa menikah), hadits tentang gadis (%,
1) yang dipaksa menikah walinya, dan hadits dengan redaksi 5.5 4.5
W e

Kaitannya dengan hadits “Js ¥ - ¥”, menurut Badruddin al-

Hanafi bahwa Hanafiyyah menilai matan hadits ini lebih bermakna
kesempurnaan (tidak sempurna perkawinan kecuali dengan wali) bukan
bermakna keabsahan (tidak sah perkawinan kecuali dengan wali). Adapun
dari sisi sanad, hadits ini terindikasi hadits mawquf, atau setidaknya ada
yang menilainya marfu’. Maka hadits ini tidak bisa dinilai sahih. Oleh
karenanya hadits ini tidak di-e&hrij oleh Imam al-Bukhari.” Sedangkan
kaitannya dengan redaksi hadits “ bl =S8 Wy 03 p eSS la W7,
menurut Badruddin al-Ayni bahwa Hanafiyyah menilai hadits ini sangat
lemah bahkan salah dua perawinya dinilai banyak meriwayatkan hadits
munkar.”

Sedangkan kaitannya dengan hadits Khantsa’ selaku janda dan
hadits tentang gadis (5 %=) yang dipaksa menikah, menurut Badruddin

al-Hanafi bahwa Hanafiyyah memahami kedua macam hadits ini
maknanya sama dan sebagai penguat kesimpulannya, di mana wali tidak
boleh memaksa anaknya yang gadis maupun yang janda untuk menikah
tanpa ada persetujuan dari keduanya.”” Menurut Badruddin, para ulama’
bersilang pendapat tentang perkawinan tanpa izin yang terlanjur
dilaksanakan sebagaimana hadits-hadits di atas. Sebagian menilai sah
dengan memberikan hak &hjyar pada perempuan baik gadis maupun
janda, sebagiaman pendapat ulama’ Kufah. Sementara yang lain menilai
bahwa perkawinan khantsa’ adalah perkawinan dalam konteks janda
sechingga ketika terlanjur terjadi perkawinan paksa hukumnya batal,

72 Badruddin, Umdat, 314-315.

Muhammad Ibnu al-Hasan al-Shaybani, a-Hujjab ‘ala Abli al-Madinah, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), jilid III, 126., Al-Satkhasi, a+Mabsut /i al-Sarkhasi, (Beirut:
Dar al-Fikr, 2000), jilid IV, 180 dan lihat jilid V, 3

74 Badruddin, Umdar, 288-289.

75 Tbid.

76 Thid.
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bukan memberi hak khiyar pada janda, sebagaimana pendapat Imam al-
Syafi’l, Imam Ahmad, Abu Tsaur dan salah satu pendapat Imam Malik.”

Adapun ketika dikaitkan dengan hadits yatimah, menurut madzhab
hanafiyyah bahwa hadits tersebut menunjukkan larangan memaksakan
nikah pada yatimah (gadis kecil yang ayahnya telah mati) oleh selain
ayahnya. Anak yatim hanya boleh dinikahkan oleh wali selain ayahnya
yang diberi wasiat sebagai walinya (a/washi) hanya dengan
persetujuannya.” Persetujuan anak yatim ini juga ditunjukkan dalam surat
al-Nisa’ ayat 3 tentang poligami serta hadits asbabul nuzulnya yang
disampaikan Siti Aishah.” Dalam hal ini, hanafiyyah juga memaknani
hadits yatimah dengan kebolehan menikahkan anak kandung yang masih
kecil tanpa persetujuannya. Bagi hanafiyyah kebolehan menikahkan anak
kandung yang masih kecil diperkuat dengan perkawinan Rasulullah
dengan Siti Alshah,” dan juga diperkuat surat al-Talaq ayat 4 tentang
iddah bagi perempuan yang belum haid yang difahami bahwa syariat
memperbolehkan perkawinan anak kecil dengan memberikan aturan
tentang iddah bagi yang belum baligh.*'

Dengan demikian dapat disimpulkan, hadits persetujuan difahami
hanafiyyah bahwa perempuan lebih berhak daripada walinya atas akad
dan selain akad. Dengan bahasa lain, wali tidak memiliki hak atas anak
perempuannya schingga wali tidak menjadi syarat atau rukun dalam
pernikahan.

Maka, stressing hukum yang terdapat pada hadits-hadits tersebut
adalah larangan menikahkan gadis dan janda tanpa persetujuannya karena
keduanya lebih berhak menikahkan dirinya sendiri. Adanya hadits
tentang larangan wali selain ayah menikahkan perempuan yatim tanpa
persetujuannya, adanya hadits tentang perkawinanan Rasulullah dengan
siti Aishah, dan adanya ayat tentang iddah bagi perempuan yang belum
haid menunjukkan kebolehan menikahkan anak kecil tanpa
persetujuannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa sifat pembeda
antara hukum bagi janda dan gadis dengan hukum bagi anak kecil adalah
sifat kecil/besat (shagirah/ kabirah). Sifat inilah yang dinilai sebagai %/at
hukum dalam persetujuan perempuan dalam perkawinan.

77 Ibid., 319.
78 Tbid., 312.
7 bid., 320-321.
80 Ibid., 310.
81 Ibid., 309.
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Persetujuan Perempuan Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum praktis madzhab
Indonesia yang dirumuskan sejak 1985 dan disahkan pada tahun 1991,
kemunculannya dilatarbelakangi sebuah kondisi di mana hakim sejak
masa dilembagakannya Peradilan Agama dalam berbagai bentuknya, tidak
memiliki pedoman khusus dalam menyelesaikan perkara. Hakim
tertuntut untuk mengkaji seluruh kitab figih warisan ulama’ klasik sebagai
pedoman memutus perkara. Kondisi ini jelas menyulitkan para hakim,
selain berimplikasi pada ketidakseragaman standar hukum Islam formal
di Indonesia.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merumuskan
penyeragaman dan standarisasi. Melalui Biro Peradilan Agama
Departemen Agama RI di mana saat itu, perkara peradilan agama masih
di bawah kompetensi Departemen Agama, dirumuskan upaya
standarisasi rujukan dalam meutus perkara melalui Edaran Nomor 45
Tahun 1955, yang isinya menganjurkan para hakim Peradilan Agama
dalam memutus perkara merujuk pada kitab-kitab madzhab Shafi’iyah,
yaitu A/-Bajuri, Fat) al-Mu'in, Shargawi ‘ala al-Tahrir, Qalynbi ‘ala alMaballi,
Fath al-Wabhab dengan syarahnya, Tubfah alMubtaj, Targhib al-Mushtaghfirin,
al-Qawanin al-Shar’iyyab li Sayyid Yahya, al-Qawanin al-Shariyyah li Sayyid
Sadagah Dablan, Al-figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Shamsuri fi al-Fara'id,
Bughyah al-Mustarshidin, dan Mugni al-Mubtaj.”” Bdaran ini merupakan
embrio KHI.

Upaya standarisasi tersebut masih dirasa kurang maksimal dan
kurang memudahkan, schingga pada tahun 1985, pemerintah
memprakarsai proyek penyeragaman atau standarisasi pegangan untuk
hakim di wilayah Peradilan Agama dalam bentuk KHI. Proyek ini
diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan
Menag RI yang berisi hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum
perwakawfan yang ditandatangani di Hotel Ambarukmo Yogyakarta.”

Untuk merealisasikan proyek ini, terpilih Prof. Dr. Busthanul
Arifin, SH. Sebagai ketua pelaksana. Dan pada tahun 1987, panitia
pelaksana berhasil menyusun rancangan KHI dalam tiga buku; Buku I
berisi hukum perkawinan, Buku II berist Hukum Kewarisan dan Bukuk
IIT berisi hukum Perwakafan. Hasil rancangan tersebut kemudian

82 Edaran Biro Peradilan Agama Nomor 45 Tahun 1957., Lihat juga Departemen
Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta :Dirjen Binbaga Islam
Departemen Agama RI, 1998), 129-130., Wardah Nuroniyah, Kontruksi Ushul Fikih KHI
(Jakarta: Cinta Buku Media, 2016), 102.

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), 39-41.
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dilokakaryakan secara nasional dan berkali-kali sejak Desember 1987
dengan melibatkan para ulama’, ahli hukum, akademisi dan pimpinan
orams-ormas terkemuka.”

Dalam perumusan dan lokakarya tersebut, figih klasik mamupun
modern lintas madzhab menjadi rujukan, namun masih terlihat
didominasi rujukan dari madzhab syafi’iyyah.” Selain itu, UU Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975
Tentang pelaksnaan UU Nomor 1 Tahun 1974, juga menjadi rujukan
dalam perumusan KHI. Di sini KHI teramati lebih bersifat memayungi
dan melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut.

Lokakarya tersebut direpon baik oleh semua pihak, sekalipun ada
sedikit yang kurang setuju dengan beberapa rumusan dalam rancangan
KHI tersebut. Hasil dari lokakarya tersebut mendorong pemerintah
untuk segera meresmikan KHI sebagai pedoman para hakim. Maka pada
tanggal 10 Juni 1991, pemerintah melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun
1991, mengintruksikan kepada Menag RI untuk melegalisasi rancangan
buku tersebut dengan nama Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). Melalui
Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991, maka KHI
resmi digunakan soleh para hakim dan masyarakat Indoensia sebagai
pedoman dalam mempraktikan hukum Islam terkait perkawinan,
kewarisan dan perwakafan.®

Terkait persetujuan perempuan, dijelaskan dalam ayat 1 pasal 16
KHI yang juga dijelaskan dalam ayat 1 pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974,
bahwa persetujuan mempelai menjadi dasar dilangsukannya perkawinan.
Dillanjutkan dalam ayat 2 pasal 16 KHI, persetujuan dapat berbentuk
lisan, tulisan atau isyarat atau bahkan diam selama tidak terdapat
penolakan secara tegas. Selanjutnya dalam pasal 17 KHI, pegawai PPN
harus memastikan persetujuan mempelai sebelum dilaksanakannya
perkawinan. Terakhir, dalam pasal 71 (huruf f) KHI yang juga dinyatakan
dalam ayat 1 pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat
dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal-pasal tersebut jelas menyatakan bahwa perempuan memiliki
hak untuk menyetujui perkawinan. Perkawinan tanpa persetujuan calon
mempelai, termasuk calon mempelai puteri, tidak dapat dilaksnakan dan
bahkan bisa dibatalkan bagi perkawinan yang melanggra aturan ini.

8 Cik Hasan Bisti, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional’, dalam Kompilasi
Hukun Islam dalam Sistemr Hukum Nasional, ed. Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana
Tlmu, 1999), 1.

8 Abdurrahman, Kompilasi, 39-41.

8 Thid.
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Namun demikian, sekalipun perempuan memiliki otoritas
menyetujui perkawinan dirinya, KHI tetap mengharuskan keberadaan
wali dalam perkawinan sebab KHI menyatakan bahwa wali merupakan
rukun nikah, sebagaimana pasal 14 KHI. Dan dilanjutkan dalam pasal 27
KHI, bahwa akad nikah dilangsungkan antara wali dengan mempelai
putera. Dalam pasal 71 (hurif ¢) KHI, perkawinan dapat dibatalkan jika
perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidak berhak.

Kritik Relevansi KHI Dengan Madzhab Hanafiyyah

Dari apa yang telah diuraikan diatas tentang kontruksi hukum
persetujuan perempuan, figih madzhab hanafiyyah tidak sepenuhnya
menolak nikah tanpa persetujuan atau yang bisa diistilahkan dengan
nikah paksa. Karena figih hanafiyyah melegalkan perkawinan perkawinan
anak. Namun dalam hal anak tidak sah menjadi subjek hukum, maka
hanafiyyah memberlakukan nikah tanpa persetujuan pada pekawinan
anak.”  Dengan demikian, menurut hanafiyyah bahwa otoritas
persetujuan  perempuan dalam perkawinan hanya terkhusus pada
perkawinan perempuan dewasa, baik janda maupun gadis.

Membandingkan hukum tentang otoritas perempuan dalam
menyetujui perkawinan atas dirinya, antara KHI dan figth madzhab
hanafiyyah terlihat sama. Keduanya sama-sama menyatakan bahwa
perempuan memiliki otoritas perempuan dalam menyetujui perkawinan
atas dirinya. Dalam kesamaan ini, maka wajar jika banyak yang
menyatakan bahwa KHI memiliki relevansi dengan figth madzhab
hanafiyyah.

Namun jika membandingkan kontruksi hukum secara menyeluruh
antara KHI dengan figih madzhab hanafi, maka kurang tepat jika pasal
persetujuan perempuan dalam menikah direlevansikan dengan madzhab
hanafiyyah. Dikarenakan dalam madzhab hanafiyyah, persetujuan
perempuan merupakan turunan dari ketentuan dasar bahwa wali nikah
tidak memiliki otoritas perkawinan baik dalam hal menyetujui maupun
menikahkan sehingga perempuan boleh untuk menikahkan dirinya
sendiri. Wali menjadi tidak diperlukan baik dalam persetujuan maupun
dalam akad nikah. Hal ini tentu berbeda dengan kontruksi hukum dalam
KHI di mana perempuan hanya memiliki otoritas dalam menyetujui
perkawinan untuk dirinya, sementara wali memiliki otoritas dalam
menikahkan karena wali merupakan rukun nikah sehingga dalam akad
nikah harus melibatkan wali sebagai pelaksana akad.

87 Al-Shaybani, a/-Hujjah, Vol. 11, 126., Al-Sarakhsi, a/-Mabsut, Vol. V, 3.
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Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan; Pertama, hadits
persetujuan perempuan difahami hanafiyyah bahwa perempuan lebih
berhak daripada walinya atas persetujuan, akad dan selainya. Dengan
bahasa lain, wali tidak memiliki hak atas anak perempuannya sehingga
wali tidak menjadi syarat atau rukun dalam pernikahan. Kedua, tidak
terdapat relevansi antara KHI dengan fiqih madzhab hanafiyyah, karena
dalam kontruksi hukum antara keduanya berbeda, di mana persetujuan
perempuan atas pernikahan dirinya dalam madzhab hanafiyyah
didasarkan atas ketentuan dasar bahwa wali tidak memiliki otoritas dalam
menyetujui atau menikahkan sehingga wali tidak dibutuhkan dalam
pernikahan, sementara KHI menyatakan bahwa perempuan hanya
memiliki otoritas menyetujui perkawinannya dengan tetap memberikan
otoritas perkawinan pada wali nikah.
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